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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

NOMOR  3   TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 38 

TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 
Menimbang      : a. bahwa  sehubungan  dengan penyesuaian tugas dan fungsi 

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 
terkait penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin Timur, perlu dilakukan Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2019 
tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada  huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur; 
 

Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1543); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten  Kotawaringin Timur Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 

2017 Nomor  4).  
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 38 

TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. 
 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 
38 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 
Nomor 38) diubah sebagai berikut : 

 
 

1. Ketentuan dalam Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi 
sebagai berikut : 

 

Pasal 58 
 

(1) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta 
kinerja dan reformasi birokrasi. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi  : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan 

tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, 

pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan 
reformasi birokrasi; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja 
dan Reformasi Birokrasi; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan 

reformasi birokrasi; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya. 
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Bagian Organisasi mempunyai uraian tugas : 

a. menyusun rencana program kegiatan pada Bagian 
Organisasi sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan 

sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; 
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan 
tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, 
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan 

reformasi birokrasi; 
d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis 
Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja 
dan Reformasi Birokrasi; 

e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis 

jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja 
dan reformasi birokrasi;  

f. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada 
bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 
prestasi kerja serta pengembangan karier; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten 
Administrasi Umum yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas. 
 

2. Ketentuan dalam Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 62 

(1) Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai 
tugas pokok mengumpulkan bahan perencanaan, pembinaan, 

petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi 
kinerja dan reformasi birokrasi. 

 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi 
mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana program kegiatan pada Sub Bagian 

Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagai dasar untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan peraturan 

yang berlaku; 
b. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi; 
c. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Kabupaten; 
d. menyusun road map reformasi birokrasi; 
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e. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);  

f.   melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten dan 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;  
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 

i.   melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada 
bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 

prestasi kerja serta pengembangan karier; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. 

 

 

3. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1(satu) BAB yakni BAB 

VA, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
BAB VA 

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA 

 
 

4. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1(satu) Pasal yakni 
Pasal 77A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 77A 
 

(1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan 

hasil analisis jabatan. 
(2) Nama-Nama jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat 

Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

(3) Nama-Nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan pelaksana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 
(5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural atau 

Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan Pelaksana. 

(6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) dilakukan oleh Sekretaris Daerah 

dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan 
Sekretariat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(8) Uraian Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah 
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. 
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Pasal II 

 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR  3 

 
 
 

 
 

 

Ditetapkan di Sampit 

pada tanggal 16  Februari  2021                 
 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 

                     TTD 

 

               SUPIAN HADI 

 

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 16  Februari  2021                 

               

  Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, 
 

 

               TTD 
 

 

               AKHMAD HUSAIN 

 


